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(Pefuk suka cita dan Peluk duka cita
Kaffi memefluk Jmam dan Ridwan memeluk Soenarjo
atas kemenangan mereka

Kegua Mempelai Calon Pasangan (Subernur dan “Wakil (subernu JATEM
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KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
PERIODE 2003-2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
SURABAYA, TANGGAL 17 MARET 2003
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN '
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2003 .

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
PERIODE 2003 — 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

Menimbang . a. bahwa masa jabatan Gubernur Jawa Timur Periode

1998-2003 akan berakhir pada tanggal 26 Agustus
2003;

b. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa
jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 1998-2003 perlu
dilaksanakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur yang tertip, transparan, jujur, adil dan sesuai
dengan aspirasi masyarakat;

€. bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Timur Pericde 2003-2008 sesuai dengan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan

kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa Timur; '

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan ¢
serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000, perlu menetapkan
Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Timur Periode 2003-2008 dengan

suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor, 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Timur jo Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1950 Nomor 2 darl hal Pembentukan

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950
Nomor 32) ; '
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2, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok |
Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
" 169) ;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana
Suap (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3178) ; -

4, Undang-undang Nomor 4 Tahun' 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan -~ Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811),

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor- 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839) ;

6. Undang—undang Nomor 28 . Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 'I"ahun 2000 tentang
Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 101) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4069) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakvyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);

10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161,35 — 940
tanggal 30 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan

Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Jawa Timur ;
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11, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35-1025.
tanggal 17 September 1999 tentang Pengesahan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Jawa Timur ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35-339
tanggal 25 Juli 2000 tentang Perésmian Pemberhentian
dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor : 161.35-042 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang
Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa Timur ;

14, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor @ 161.35-043 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang
Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
" Propinsi Jawa Timur ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor : 161.35-182 Tahun 2001 tanggal 31 Mei 2001
tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian
Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daergh Propinsi Jawa Timur ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Qtonomi Daerah
Nemor @ 161.35-183 Tahun 2001 tanggal 31 Mei 2001
tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian
Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah -
Nomor : 161.35-222 Tahun 2001 tanggal 13 Juni 2001
tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian
Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35-334
Tahun 2001 tanggal 28 Agustus 2001 -tentang Peresmian
Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti

Antar Wakiu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa Timur ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35-314

Tahun 2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar
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Waktu Anggota Dewan '’ Perwakllan Rakyat Daerah'
Propinsi Jawa Timur ; '

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161,35-315
Tahun 2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar

Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Prapinsi Jawa Timur ; '

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35-345
. Tahun 2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar

Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa Timur ;

22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Jawa Timur Nomor 36 Tahun 1999, tentang Peraturan

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Jawa Timur.

Memperhatikan ~ : 1. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur

bersama para Ketua Fraksi tanggal 27 Januari 2003 ;

2. Hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRD Propinsi Jawa
Timur tanggal 17 Pebruari 2003 ;

3. Laporan Panitia Khusus Penyusun dan Pembahas
Rancangan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2003-2008
tanggal 12 Maret 2003 ;

4. Surat Menteri Dalam Neégerl tanggal 14 Maret 2003
Nomor: 130.35/297/0TDA, -perihal Penyempurnaan Tata
Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Timur Masa Jabatan 2003 - 2008.

5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal
17 Maret 2003,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
PERIODE 2003-2008.
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_BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Propinsi Jawa Timur ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur :

Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur ;

Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Ketua dan Para Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;

g.  Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Propinsi Jawa Timur ;

Kepanitiaan adalah Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang
terdiri atas Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan ;

I Panitia Khusus adalah Panitia yang bertugas menyusun Peraturan Tata Tertib
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :

Panitia Pemilihan adalah Panitia yang bertugas sebagal penyelenggara dan

penanggung jawab pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;

Bakal Calon adalah seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai

Gubernur atau Wakil Gubernur ;

m.  Pasangan Bakal Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Baka! Calon Wakil
Gubernur yang dipilih dan ditetapkan oleh fraksi melajui penyaringan sebagai
pasangan Bakal Calon atas persetujuan yang bersangkutan ;

n. Pasangan Calon adalah Pasangan Baka! Calon Gubernur dan Bakal Calon
Wakil Gubernur yang ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi-fraksi setelah
melalui proses seleksi mengenai Visi, Misi serta Rencana Kebijakan ;

0.  Tahapan Pemilihan adalah urutan kegiatan pemilihan yang terdiri atas tahap
pembentukan Panitia  Khusus, penyusunan Peraturan Tata Tertib,

pembentukan Panitia Pemilihan, pendaftaran, penyaringan, penetapan

Pasangan Bakal Calon, Rapat Paripurna Khusus Tahap I, Rapat Paripurna

Khusus Tahap 1I, penetapan Pasangan Calon Terpilih, pengiriman berkas

Pasangan Calon Terpilih untuk kepentingan pengesahan dan pelantikan ;

p.  Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang terdiri atas Peraturan Tata Tertib
Pemilihan, Formulir Pendaftaran, Bukti Pendaftaran, Daftar Nama Bakal Calon,
Keputusan DPRD tentang penetapan Pasangan Calon, Berita Acara pemilihan
Pasangan Terpilih, bukti-bukti keterangan yang merupakan bukti sah dan
otentik pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
Berita Acara Pasangan Terpilih hasil Rapat Paripurna Khusus Tahap 1 ;

q. Politik uang adalah pemberian berupa uang atau bentuk lain, yang dilakukan

oleh Calon Gubernur atau Wakil Gubernur atau yang berkaitan dengan

Pasangan Calon kepada Anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan

atau terselubung untuk mempercleh dukungan guna memenangkan

pemilihan pasangan Gubernur atau Wakil Gubernur ;

oQngo
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o

I, Berhalangan tetap adalah meninggal dunia, sakit jiwa atau hilang ingatan

vang. tidak bisa disembuhkan, cacat fisik yang tidak memungkinkan
melaksanakan tugas.

BAB 11
PERSYARATAN
Bagian Pertama
- Syarat Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 2

Warga Negara Republik Indonesia yang dapat dipilih menjadi Gubernur atau Wakil
- Gubernur adalah'yang memenuhi syarat-syarat :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dihyatakan dengan surat

pernyataan dari yang bersangkutan ;

Setia“dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah
» Yang sah yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan ;

b._

¢ Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkianati Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasita dan Undang-undang Dasar
1945 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri
setempat ;
d.  Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau
h sederajat yang dibuktikan dengan ijasah pendidikan formal ;
e,

?erumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun yang dibuktikan dengan
identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas Jain berupa Surat Kenal
Lahir atau Akte Kelahiran ;

f, Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangzn dokter
rumah sakit pemerintah ;

g.  Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya yang dibukiikan dengan
surat keterangan dari rumah sakit jiwa pemerintah ;

h.  Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kriminal yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat ;

1, Tidak sedang dicabut hak pilinnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri
setempat ;

. Mengenal daerah Propinsi Jawa Timur yang dibukiikan dengan surat
pernyataan dari yang bersangkutan dan dikenal oleh masyarakat Propinsi
Jawa Timur ;

K. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi yang dibuktikan dengan surat
pernyataan dari yang bersangkutan ;

R Bersedia dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Timur yang
dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan darli yang bersangkutan ;
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Bagian Kedua -
Syarat Bakal Calon

h Pasal 3

Selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2, seseorang
yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bakal Calon harus memenuhi
~ syarat-syarat lain sebagaij berikut :

a.  Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak fain kepada Panitia Pemilinan ;

b.  Didaftarkan pihak lain kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan surat
kuasa diatas kertas segel atau kertas bermaterai cukup ;

C.  Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, yang
diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasa! 2.

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil dan atau anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri
atau dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur wajib memperoleh
izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin ;

(2) Dalam hal seorang Gubernur atau Wakil Gubernur yang menjabat diluar
Propinsi Jawa Timur mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur atau
Wakil Gubernur Jawa Timur wajib mendapat persetujuan DPRD Propinsi yang
bersangkutan dan izin dari Presiden Republik Indonesia ;

(3) Dalam hal seorang Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota
yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bakal Calon wajib
mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran ;

(4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan surat
pernyataan pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimana yang
bersangkutan bertugas dan dilampiri bukti tanda terima penyerahan dari
Departemen Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat ;

(5) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (4) dituiis diatas kertas

segel atau bermateral cukup dan tembusannya disampaikan kepada Panitia
Pemilihan.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Khusus

Pasal 5

(1) Menyatakan kesanggupan tidak melakukan politk uang dalam proses
pemilihan Gubernur dan atau Wakil Gubernur yang dibuktikan dengan surat
pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan ; o

(2) Bersedia menyampaikan visi, misi dan rencana kebijakan yang disosialisasikan
secara luas kepada masyarakat melaiui media elektronik baik televisl maupun
radio setelah ditetapkan menjadi pasangan calon.
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BAB IiI
KEPANITIAAN

Pasal 6

L]

Kepanitiaan Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur terdm dari Panitia Khusus dan
‘Panitia Pemilihan.

Bagian Pertama
_ Panitia Khusus

Pasal 7

(1) Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus dibentuk dengan Keputusan

Pimpinan DPRD dan bertugas untuk menyusun Peraturan Tata Tertib
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;

(2)  Anggota Pansus terdiri dari unsur-unsur fraksi ;
(3) Tugas Pansus berakhir pada saat Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 8 ._

(1) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang
mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan pengesahan dan pelantikan
Gubernur dan Wakil Gubernur ;

(2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur-unsur fraksi

(3) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakll
Ketua Panitia Pemilihan merangkap angqota ;

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan bukan
anggota ;

(5) Jumlah anggota Panitia Pemilihan adalah sebanyak 42 orang vang terdiri
dari :

a. Pimpinan DPRD : 4 orang. ‘
b. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 12 orang ;
c. Fraksi PDI Perjuangan : 12 orang ;

d. Fraksi Gabungan : 6 orang ;

e. Fraksi Partat Golkar : 4 orang ;

f. Fraksi TNI dan Poiri : 4 orang ;
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Apabila seorang anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri atau dicalonkan
pihak lain menjadi Baka! Calon maka yang bersangkutan wajib mengundurkan
diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan ;

Anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud
ayat (6) keanggotaannya diganti oleh anggcta lain dari fraksi yang sama ;
Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan mencalonkan diri atau dicalonkan oleh
pihak lain maka jabatan Ketua Panitia Pemilihan digantikan oleh salah
seorang Wakil Ketua DPRD ;

Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua Panitia Pemilihan dicalonkan atau

mencalonkan diri, maka jabatan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan
dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan ;

(10) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur

dilantik.

Bagian Ketiga
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal §

Panitia pemilihan mempunyai tugas :

a.
b.
Cn

d.
e.

1)

Tesis

Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran ;
Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyaringan ;

Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan
pasangan Bakal Calon } ‘I

Melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Khusus Tahap I ;

Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila
terdapat pengaduan ;

Melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Khusus Tahap II berdasarkan hasil
pengaduan publik tentang dugaan adanya politik uang yang terjadi sebelum,
selama dan setelah Rapat Paripurna Khusus Tahap I ;

Melaksanakan administrasi penetapan Pasangan Calon untuk kepentingan
pengesahan ;

Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas
Pasangan Calan terpilih untuk kepentingan pengesahan ;

Melaksanakan kegiatan pelantikan Pasangan Calon terpilih menjadi Gubernur
dan Wakil Gubernur.

BAB IV
PENGUMUMAN JADWAL PEMILIHAN

Pasal 10

Panitia- pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang -meliputi kegiatan
pendaftaran Bakal Calon sampai dengan pelaksanaan pelantikan ;
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Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media masa baik cetak
dan media elektronik ; y

Pengumuman jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)
mencakup :

a. Jadwal kegiatan pendaftaran ;

b. Jadwal kegiatan penyaringan tahap ! ;

¢. Jadwa! kegiatan penyaringan tahap 11 ;

d. Jadwal kegiatan penetapan pasangan Bakal Calon ;
e

Jadwal kegiatan penetapan pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan
Calon; -

Jadwal kegiatan pengesahan ;
Jadwal kegiatan pelantikan.

f.  Jadwal kegiatan pemaparan visi, misi dan rencana kebijakan Pasangan
Calon ;

g. Jadwal kegiatan konsultasi Pasangan Calon ;

h. Jadwal kegiatan pemilihan Pasangan Calon ;

I.  Jadwal kegiatan penyampaian pengujian publik ;

J. Jadwal kegiatan penetapan Calon terpilih ; '

K.

L.

BAB V
PENDAFTARAN BAKAL CALON

Pasal 11

Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran Bakal Calon yang terdiri
dari :

a. Penerimaan pendaftaran Bakal Calon ;

b. Penyerahan buxti penerimaan pendaftaran kepada Bakal Calon ;

¢. Penyusunan dokumen Bakal Caion.

Setiap Bakal Calon dapat memiiih jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur ;
Dalam hal seorang Bakal Calon mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain
yang berbeda pilihan jabatannya, maka diserahkan kepada Bakal Calon yang
bersangkutan untuk menentukan salah satu pilihan jabatan selambat-
lambatnya pada saat fraksi menetapkan pasangan Bakal Calon ;

Setiap Bakal Calon menyerahkan formulir pendaftaran rangkap 7, dilengkapi
dokumen kelengkapan persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, 3,4dan 5 ;

Atas penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) Panitia Pemilihan
menyerahkan bukti penerimaan kepada yang bersangkutan ;

Pendaftaran Bakai Calon dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah
diumumkan jadwal kegiatan pendaftaran ;

Pada harl terakhir pendaftaran Panitia Pemiiihan menyusun daftar nama Bakal

Calon sesuai nomor urut pendaftaran serta dokumen administrasi masing-
masing Bakal Calon ;
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(8) Daftar nama Bakail Calon dengan dokumen administrasi masing-masing Bakal
Calon diserahkan secara resmi oleh Panitia Pemilihan disertai Berita Acara
kepada Pimpinan fraksi-fraksi DPRD untuk dipilih dan ditetapkan sebagai
Bakal Calon ;

(9) Apabila terdapat Bakal Calon yang menghendaki berpasangan sejak

» pendaftaran maka Panitia Pemilihan mencatat dan merekomendasikan
keinginan tersebut pada fraksi-fraksl.

_ BAB VI
PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 12

Penyaringan Bakal Calon terdiri dari Penyaringan Tahap I dan Penyaringan
Tahap 11, ’ -

Bagian Pertama
Penyaringan Tahap 1

Pasal 13

(1)  Penyaringan Tahap I merupakan kegiatan fraksi untuk meneliti Bakal Calon
berdasarkan daftar nama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11
ayat (8) ;

(2) Masing-masing fraksi meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama
Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ;

(3)  Untuk penelfitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-
masing fraksi menerima dan menampung aspirasi dari Perorangan,
Masyarakat, Organisasi Sosial-Politk dan Lembaga Kemasyarakatan serta
mensosialisasikan nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 11
ayat (8) ;

(4) Penelitian dokumen dimulai sejak pendaftaran ditutup dan beriangsung
selama 3 (tiga) hari _

(5) Penyaringan Tahap*l dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung
paling lama 14 (empat belas) hari. .

Bagian Kedua
Penyaringan Tahap II

Pasal 14
(1) Penyaringan Tahap'Il merupaken kegiatan masing-masing fraksi melakukan

proses seleksi, baik kelengkapan dan keabsahan administrasi maupun
tentang kemampuan dan kepribadian Bakal Calon ;
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Pengujian kemampuan dan kepribadian -Bakal Calon difakukan melalui
paparan, wawancara atau metede lainnya ;

Berdasarkan hasil -pengujian kemampuan dan kepribadian Bakal Calon
sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing fraksi menetapkan paling
banyak 2 (dua) pasangan Bakal Calon ;

Hasil penetapan pasangan Bakal Czlon sebagaimana dimaksud ayat (3)
ditetapkan dengan keputusan fraksi yang ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris fraksi ;

Penyaringan Tahap II diakhiri dengan penetapan pasangan Bakal Calon
Penyaringan Tahap II berlangsung paiing lama 14 (empat belas) hari.

BAB VII
PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON

Pasal 15

Masing-masing pasangan Bakal Calon memaparkan VISI, misi dan rencana
kebijakan dalam Rapat Paripurna DPRD ;

Waktu yang digunakan dalam pemaparan visi, misl dan rencana kebijakan
dalam Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) menit untuk
masing-masing pasangan Bakal Calon ;

Tanya-jawab yang dilakukan anggota DPRD hanya berkenaan dengan materi
paparan ;

Waktu yang digunakan untuk tanya-jawab oleh anggota DPRD paling lama 60
{enam puluh) menit ;

Seluruh proses kegiatan yang tercantum pada pasal ini dapat disiarkan secara
langsung melalui media elektronik.

Pasal 16

Dua fraksi atau lebih dapat bersama-sama mengajukan pasangan Bakal Calon
Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur ;

Pengajuan pasangan Bakal Calon Guoernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur
yang sama oleh fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
melalui kesepakatan atau tanpa kesepakatan antar fraksi ;

Pengajuan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur
sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk ditetapkan menjadi pasangan Calon.
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling sedikit 2 (dua) pasangan Bakal
Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur dan paling banyak sama
dengan jumiah fraksi ;

Setiap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Waki! Gubernur yang akan
ditetapkan menjadi Pasangan Calon harus memberikan pernyataan
kesepakatan/ persetujuan dapat bekerjasama antara Bakal Calon Gubernur
dan Bakal Calon Wakil Gubernur ;

Apabila tidak terdapat kesepakatan antara Bakal Calon Gubernur dan Bakal

Calon Wakil Guberh_LQr sebagaimana dimaksud ayat (4) maka pasangan Bakal
Calon dimaksud dinyatakan gugur ;
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(6) Setiap fraksi hanya berhak mengajukan 1 (satu) pasangan Bakal Calon
Gubernur dan Bakal Calon Wakii Gubernur.

Pasal 17

(1) Pasangan Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16
ditetapkan menjadi pasangan Calon sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan
Calon dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah fraksi ;

(2) Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubarnur yang

ditetapkan dengan keputusan DPRD adalah dengan nama yang berbeda pada
setiap pasangannya.

Pasal 18

(1) Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi-fraksi mengajukan Pasangan Bakal
Calon untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon ;

(2) Apabila hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dan salah satu Pasangan
Sgl;:;h tersebut berhalangan tetap maka proses penetapan Pasangan Calon

iulang ;

(3) Apabila hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dan salah satu Pasangan
Calon tersebut mengundurkan diri maka pengunduran dirinya dinyatakan
tidak berlaku ; '

(4) Pasangan Calon yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD tidak
dibenarkan mengundurkan diri kecuali salah satu dari pasangan tersebut
berhalangan tetap ;

(5) Penetapan pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD melalui Rapat
Paripurna yang bersifat terbuka untuk umum ;

(6) Proses penetapan Pasangan Calon yang diulang sebagaimana dimaksud ayat
(2) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ;

(7) Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah berakhirnya masa penyaringan.

BAB VIII
KONSULTASI PIMPINAN DPRD BERSAMA KETUA FRAKSI

Pasal 19

(1) Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah
ditetapkan dengan Keputusan DPRD dikonsultasikan kepada Presiden
Republik Indonesia oleh DPRD yang pelaksanaanya didelegasikan kepada
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ; '

(2) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oieh

n Pimpinan DPRD bersama para Ketua Fraksi ;

(3) Apabila salah satu nama dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat {1}
berhalangan tetap maka fraksi yang mencalonkan Pasangan Calon tersebut
berhak melakukan penggantian nama Pasangan Calon ;
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(4) Penggantian nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (3) di_lakukaq
oleh fraksi berdasarkan hasil ‘penyaringan Bakal Calon oleh fraksi sesuai
~ ketentuan Pasal 12 ; Pasal 13 dan Pasal 14.

BAB IX
RAPAT PARIPURNA KHUSUS
Pasal 20

Rapat Paripurna Khusus terdiri dari Rapat Paripurna Khusus Tahap I dan Rapat
Paripurna Khusus Tahap 1.

Bagian Pertama
Rapat Paripurna Khusus Tahap I

Pasal 21

(1) Rapat Paripurna Khusus Tahap I merupakan Rapat Paripurna Khusus untuk
memilih 1 (satu) Pasangan Calon dari sejumlah Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud Pasal 19 ; .

(2) Rapat Paripurna Khusus Tahap I dilaksanakan setelah kegiatan konsultasi
nama-nama Pasangan Calon dan Peraturan Tata Tertib Pemilihan
diselesaikan ;

(3) Rapat Paripurna Khusus Tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
DPRD ; l

(4) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna Khusus Tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD belum mencapal quorum,

» rapat ditunda paling fama 1 (satu) jam dan Sekretaris DPRD membuat Berita
‘Acara Penundaan Rapat ; g

(5) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Rapat
Paripurna Khusus Tahap I ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi dan
Sekretaris DPRD membuat Berita Acara Penundaan Rapat ;

(6) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi,
tetapi telah dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumiah anggota
DPRD: lebih dari satu -fraksi, Rapat Paripurna Khusus Tahap I tetap
dilaksanakan ; '

(7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga
terpenuhi, rapat ditunda paling iama 3 (tiga) hari sejak penundaan ;

(8) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rapat dilaksanakan
kembali, sesuai dengan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ;

(9) Apabila terjadi 2 (dua) kali penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7}
maka Rapat Paripurna Khusus Tahep 1 tetap dilaksanakan dan dinyatakan
sah ;

(10) Apabila Rapat Paripurna Khusus tidak terlaksana, sedangkan masa jabata_n
Gubernur dan Wakil Gubernur telah berakhir, Presiden Republik Indonesia

menunjuk Penjabat Gubernur. ¢
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Pasal 22

(1) Pemilihan Pasangan Calon dalam Rapat Paripurna Khusus Tahap 1
dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia,
jujur dan adil ;

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan
memberi tanda silang (X) dalam kolom yang disediakan masing-masing
pasangan pada surat suara ;

(3) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat nama-nama Pasangan
Calon vyang . telah ditetapkan dan pada bagian bawah surat suara
ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang dilengkapi dengan Cap atau
Stempel DPRD sebagal tanda surat suara yang sah ;

(4) Pemberian tanda silang (X} sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan
dalam billk suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara _
,dengan  menggunakan spidol warna hitam vang sudah disediakan oleh
panitia ; _

(5) Sefiap anggota DPRD hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu)
Pasangan Calon dari sejumiah Pasangan Calon yang telah ditetapkan ;

(6) Apabila anggota DPRD ditetapkan sebagai Pasangan Calon: maka anggota
DT?D yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak
pilihnya ;

(7) Anggota DPRD yang berhalangan hadir karena alasan apapun tidak dapat
diwakilkan pada saat proses pemungutan suara dilaksanakan ; '

(8) Surat suara yang telah diisi sebagaimana dimaksud ayat (4) dimasukkan
kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat

(9) Kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (8) adalah kotak suara yang
tertutup dan terkunci serta disegel dengan menggunakan kertas yang

dibubuhi Cap atau Stempe! DPRD ; :

(10) Sebelum pemilihan Pasangan Calon dilaksanakan kotak suara sebagaimana
dimaksud ayat (8) harus dalam keadaan kosong, dibuktikan dengan cara
dibuka dan diperlihatkan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir ;

(11) Pelaksanaan pemilihan Pasangan Calon disaksikan oleh unsur-unsur fraksi,
masing-masing 1 (satu) orang sesuai dengan jumiah fraksi yang hadir,

Pasal 23

(1) Apabila pada pelaksanaan pemilihan terdapat surat suara yang rusak sebelum
dipergunakan maka surat suara tersebut diganti dengan surat suara yang
baru oleh Panitia Pemilihan ;

(2) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah surat suara
yang sobek ; _

(3) Apabila pada pelaksanaan pemilihan terdapat kesalahan penulisan pada surat
suara maka surat suara diserahkan kepada Panitla Pemilihan dan kepadanya
diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengulang ;

(4) Surat suara dianggap tidak sah apabila :

a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
b, Tidak terdapat tanda-tangan Pimpinan Rapat dan Cap atau Stempel
DPRD ;
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c. Tidak menggunakan spidol warna hitam yang telah disediakan
sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) ;

d. Terdapat tulisan selain tanda silang (X) di dalam kolom yang telah
ditentukan ;

e. Ditanda tangani atau membuat tanda silang (X) lebih dari 1 (satu) kali ;

f. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang telah
ditetapkan ; .

g. Memberikan pilihan tanda silang (X) diluar kolom yang disediakan ;

h. Memberikan pilihan selain tanda silang (X} ;

Alasan-alasan-yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada

seluruh anggota DPRD yang hadir pada saat pemilinan akan dilaksanakan.

Pasal 24

Apabila hasil perhitungan suara 1 (satu) Pasangan Calon telah mendapat
perolehan suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih dari
jumlah anggota DPRD yang hadir maka pemilihan satu Pasangan Calon
dinyatakan selesai ;

Apabila hasil perolehan suara belum mencapai ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat (1) maka pemilihan diulang kembali ;

Pasangan Calon yang berhak mengikuti pemilihan ulang sebagaimana
dimaksud ayat (2) adalah 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh urutan
suara terbesar pertama dan kedua ;

Apabila dalam penentuan 2 (dua) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
ayat (3) terdapat perclehan suara sama di urutan ke-2 (dua) maka terhadap
Pasangan Calon tersebut dilakukan pemilihan ulang untuk menentukan Calon
vang berhak dipilih versama-sama dengan urutan pertama ;

Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) atau ayat (4),
dinyatakan selesai apabiia telah diperoleh satu pasangan calon dengan suara
terbanyak ; -

Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)
dilaksanakan pada hari yang sama ;

Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (5)
dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditanda tangani oleh 2/3 (dua

pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi — saksi yang terdiri dari unsur -
unsur Fraksi yang hadir.

Pasal 25

Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan
pengujian publik yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
ditutupnya Rapat Paripurna Khusus Tahap [ ; '

Pengujian publik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat luas secara teratur, terbuka, dan
bertanggung-jawab guna menyampaikan pendapatnya terhadap Pasangan
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Calon, anggota DPRD dan atau anggota masyarakat yang diduga melakukan .
politik uang dalam proses pericalonan dan atau pemilihan Pasangan Calon -
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur ;
(3) Pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) pada pengujian pubiik
, terbatas pada adanya dugean. politik uang, yang diduga terjadi sebelum,
selama dan setelah Rapat Paripurna Khusus Tahap I ;
(4) Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud ayat

(2) dgari lebih dari 1 (satu) orang anggota masyarakat melalui pimpinan
organisasi kemasyarakatan tingkat Propinsi Jawa Timur yang terdaftar.

Pasal 26

(1) Apabila tidak terdapat pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 25, DPRD

. menetapkan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 24 dengan
Keputusan DPRD ;

(2) Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi

dengan Berita Acara Uji Publik yang ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya

2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari
unsur-unsur fraksi yang hadir.

Bagian Kedua
Rapat Paripurna Khusus Tahap II

Pasal 27

(1) Apabila Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana
dimaksud Pasal 25 ayat (4) sampai dengan masa tahap pengujian publik
berakhir, maka Rapat Paripurna Khusus Tahap II diadakan paling lambat 3
(tiga) hari setelah masa tahap pengujian publik berakhir ;

(2) Rapat Paripurna Khusus Tahap II merupakan rapat untuk membahas bukti
atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 25 ;

(3) Rapat Paripurna Khusus Tahap II dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua
periiga) dari jumlah anggota DPRD ; '

(4) Apabila pada pembukaan rapat jumlah peserta belum mencapai quorum

 sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Rapat Paripurna Khusus Tahap II
ditunda selama 1 (satu) jam dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara
Penundaan rapat ; : .

(5) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam peserta rapat belum mencapai

quorum sebagaimana dimaksud ayat (3), Rapat Paripuma Khusus _Tahap 1
» ditunda 1 (satu) jam lagi dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara
Penundaan rapat ; _ o

(6) Apabila setelah dibuka untuk kedua kalinya rapat belum juga mencapal
quorum sebagaimana dimaksud ayat (3), tetap! telah dihadlri lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah anggota DPRD yang lebih darl satu fraksl maka
Rapat Paripurna Khusus Tahap II tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.
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Pasal 28

Pengaduan masyarakat dinyatakan terbukti apabila Panitia Pemilihan
menerima pengakuan tertulis perihal tersebut lebih dari 1 (satu)Jorang
anggota DPRD;

Pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dinyatakan sah
apabila ditulis pada lembar bersegel atau kertas bermateral cukup.

Pasal 29 -

Apabila pengaduan masyarakat terbukti sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat
(1), dan nyata-nyata terkait dengan Calon terpilih secara langsung atau tidak
langsung, hasil pemilihan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 24
dinyatakan gugur sebagai Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubermnur dan
tidak dapat dipilin kembali pada pemilihan ulang ;

Pasangan Calon yang terbukii terlibat politik uang sebagaimana dimaksud
Pasal 28 dinyatakan gugur sebagai Calon Gubernur atau Calon Wakil
Gubernur dan tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan ulang ;

Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara
yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

Apabila pengaduan masyarakat tidak terbukti, DPRD menetapkan Pasangan
Calon terpillh sebagaimana dimaksud Pasal 24 dengan Keputusan DPRD ;

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan Berita
Acara UJi Publik yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua

pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-
unsur fraksi yang hadir.

Bagian Ketiga
Pemilihan Ulang

Pasal 31

Apabila pemilihan Pasangan Calon dinyatakan batal sebagaimana dimaksud
Pasal 29 ayat (1) pemilihan ulang dilakukan mulai dari Penyaringan Tahap II
jika pemilihan wlang diikuti oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon ; o
Apablia Pasangan Calon yang akan mengikuti pemilihan ulang hanya c_lnkutl
oleh 1 (satu) Pasangan Calon maka pemilihan ulang dimulai dari Penyaringan
Tahap1; :

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak kehilangan haknya
sebagai Pasangan Calon pada pemilihan ulang.
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Pasal 32

(1) Anggeta DPRD yang memberikan pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud
Pasal 28 melalui Peraturan Tata Tertib DPRD dapat dijatuhi sanksi
administrasi sampai dengan pemberhentian keanggotaan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang beriaku ;

(2)  Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain berupa larangan mengikuti
proses pemilihan ulang. :

Pasal 33

Atas kpengakuan tertulis dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 28, DPRD
dan atau organisasi kemasyarakatan menyerahkan penyelesaian bagi pihak-pihak

yang terlibat politik uang kepada pihak yang bewenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

i

Bégian Keempat
Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 34

(1) DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 26
ayat (2) mengenai Pasangan Calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur
beserta berkas pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Neger ;

(2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Keputusan
DPRD, Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Timur, Berita Acara hasil Rapat Paripurna Khusus Tahap I dan II, Risalah

Rapat Paripurna Khusus Tahap I dan II, serta dokumen lainnya sejak
pendaftaran pasangan Bakal Calon.

BAB X
TAHAP PENGESAHAN
Bagian Pertama
Pengesahan

Pasal 35

Berdasarkan Keputusan DPRD dan Berkas Pemilihan yang telah diterima

sebagalmana dimaksud Pasal 34 Presiden Republik Indonesia mengesahkan
pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.
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Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 36

Pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan setelah
diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh
Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 35 ;

Sebelum memangku jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh
Presiden Republik Indonesia yang pelaksanaannya didelegasikan kepada
Menteri Dalam Negeri ; _

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilaksanakan pada saat
berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakii Gubernur ;

Pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan di gedung

DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa atau di gedung lain dan fidak
dilaksanakan dalam rapat DPRD.

BAB XI
' KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Apabila didalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditemukan hal-hal
teknis yang belum cukup diatur secara rinci dalam Peraturan Tata Tertib ini,

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan
peraturan yang berlaku.

Tesis

b

Ditetapkan di Surabaya
p;da tanggal 17 Maret 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ZPROPINSINAWA TIMUR
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